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because the ease of marriage during
pregnancy is seen as dominantly
weakening the deterrence function of
Islamic law at the social level. These
findings fill the gap left by previous
descriptive-comparative studies and
offer an analytical model based on
Sadd adz-Dzariah typology replicable
for similar?‘rispmdmtial issues.
Practically, this study provides an
argumentative basis for evaluating the
preventive dimension of KHI Article
3.

Keywords: Hanbali, KHI Article 53,
Marriage of Pregnant Women, Sadd
adz-Dzari'ah, Shafi'i

Tingginya angka gehamilan di luar
nikah di Indonesia menjadi persoalan
sosial yang -membutuhka espons
hukum yang komprehensif Kompilasi
Hukum Islam Pasal 63 membolehkan
pernikahan  wanita hamil tanpa
menunggu kelahiran anak mengikuti
pendapat Mazhab Syafi'i, sementara
Mazhab Hambali melarangnya hingga
perempuan melahirkan dan memenuhi
syarat taubat. Kajian terdahulu telah
membandingkan posisi kedua mazhab
secara  deskriptif, ~namun  belum
menjelaskan akar epistemologis dari
perbedaan tersebut. Penelitian ini
bertujuan menganalisis bagaimana
Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali
mengonstruksi hukum nikah wanita
hamil di luar nikah serta menjelaskan
perbedaan ?anya melalui kerangka
Sadd adz-Dzariah. Metode yang
digunakan adalah yuridis-normatif
dengan pendekatan komparatif dan
konseptual, bersumber pada kitab-kitab
figh dan ushul figh primer kedua
mazhab. Penelitian ini menemukan
bahwa perbedaan kedua mazhab
bersifat epistemologis: Mazhab Syafi'i
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mengkategorikan pernikahan tersebut
sebagai  dzari'ah qalilah  karena
kerusakan akibat zina dinilai sudah
terjadi dan hubungan nasab telah
terputus secara hukum, sementara
Mazhab Hambali mengkategorikannya
sebagai dzariah ghalibah karena
kemudahan menikah saat hamil dinilai
secara dominan melemahkan fungsi
pencegahan syariat terhadap
perzinaan dalam skala sosial. Temuan
ini mengist celah kajian terdahulu
yang bersifat deskriptif-komparatif dan
menawarkan model analisis berbasis
tipologi Sadd adz-Dzariah sebagai
instrumen yang dapat direplikasi
untuk isu-isu figh serupa. Secara
praktis, penelitian ini memberikan
landasan argumentatif untuk
mengevaluasi dimensi preventif KHI
Pasal 53 yang selama ini belum
mendapat perhatian memadai.

Kata Kunci: Hambali, KHI Pasal 53,
Nikah Wanita Hamil, Sadd
adz-Dzari'ah, Syafii

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar akad perdambiasa,
melainkan merupakan institusi normatif yang secara integral menjaga
lima kebutuhan primer manusia (al-darariyyat al-khams): agama, jiwa, akal,
keturunan, dan kehormatan. Syariat menetapkan pernikahan sebagai
pintu masuk yang sah menuju relasi seksual dan pembentukan keluarga,
sekaligus menjadi batas normatif yang memisahkan yang halal dari yang
haram. Idealnya, pernikahan mendahului kehidupan bersama, bukan
hadir sebagai respons atas pelanggaran norma yang sudah terjadi. Namun
realitas sosial menghadirkan situasi yang jauh lebih kompleks dari
konstruksi normatif tersebut, dimana pernikahan diajukan sebagai solusi
atas kehamilan yang didasari karena perzinaan.

Persoalan ini bertemu dengan urgensi empiris yang tidak dapat
diabaikan di Indonesia. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa
terdapat sekitar 50.000 anak yang menikah dini akibat kehamilan di luar
nikah, dengan 80 persen dari seluruh permohonan dispensasi kawin yang
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masuk ke Pengadilan Agama didasari pada kondisi kehamilan pranikah.
(CNN Indonesia, 2023). Angka tersebut bukan sekadar statistik
demografis, melainkan indikator struktural yang mengisyaratkan bahwa
kehamilan pranikah telah bergeser dari anomali individual menjadi pola
sosial yang menuntut respons regulatif lebih komprehensif dari sekadar
yang bersifat remedial.

Merespgms realitas tersebut, Kompilasi Hukum Islam mengatur secara
eksplisit dalam Pasal 53 bahwa wanita hamil di luar nikah dapat
melangsungkan akad pernikahan tanpa harus menunggu kelahiran anak.
(Kompilasi Hukum Islam, 1991). Formulasi ini pada dasarnya mengikuti
Mazhab Syafii yang memandang pernikahan sebagai instrumen
perlindungan kehormatan perempuan sekaligus penjamin kepastian
status hukum anak yang dikandung. Sebaliknya, Mazhab Hambali
melarang pernikahan tersebut sampai perempuan melahirkan dan
menjalani proses istibra) serta mensyaratkan adanya taubat sebelum akad
dilangsungkan.

Beberapa kajian tentang hukum nikah wanita hamil di luar nikah telah
mendapat perhatian dari sejumlah peneliti Qomaruddin dan
Rahmatullah (2018) membandingkan posisi empat mazhab mengenai
pernikahan wanita hamil menggunakan kerangka maslahah, dengan
orientasi utama memberikan kontekstualisasi dan penguatan terhadap
ketentuan yang berlaku dalam KHI. Asman (2020) memfokuskan
perbandingan spesifik pada Mazhab Syafi'i dan Hambali, dengan
menitikberatkan pembahasannya pada sejumlah rujukan literatur
sekunder yang relevan guna mendukung analisis kedua mazhab tersebut.
Bahri (2021) memberikan cakupan vang lebih luas dengan
mengintegrasikan perspektif KHI dan Undang-Undang Perkawinan
sekaligus. Pendekatan ini menghasilkan pemetaan deskriptif yang
komprehensif mengenai status hukum perdebatan tersebut dalam lanskap
hukum positif di Indonesia. Ketiga kajian ini menunjukkan pola yang
serupa, vyaitu kemampuan menjelaskan "apa" posisi hukum
masing-masing mazhab, namun belum menjawab "mengapa" posisi-posisi
tersebut dapat berlawanan secara fundamental. ?

Kekosongan ini mengarahkan penelitian ini pada penggunaan Sadd
adz-Dzariah, yaitu konsep ushul figh yang berfungsi menilai apakah suatu
perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan perlu dicegah karena potensi
mafsadah yang ditimbulkannya. Penggunaan teori ini bukan tanpa dasar,
karena kajian terbaru telah menunjukkan bahwa sadd adz-dzari'ah dapat
dioperasionalkan secara produktif untuk membedah isu-isu kontemporer
dalam hukum keluarga Islam di Indonesia (Hafis et al., 2024). Dengan
demikian, Sadd adz-Dzari'ah diposisikan bukan sekadar alat bantu
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eksternal, melainkan sebagai pisau analisis yang mampu menjangkau cara
berpikir masing-masing mazhab dalam menetapkan hukumnya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab
dua pertanyaan eksploratif. Pertama, bagaimana Mazhab Syafii dan
Mazhab Hambali memaknai dan mengonstruksi status keabsahan nikah
wanita hamil di luar nikah. Kedua, bagaimana perbedaan pemaknaan
tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka Sadd adz-Dzariah. Urgensi
ilmiah penelitian ini semakin kuat mengingat bahwa fenomena
kehamilan pranikah di Indonesia telah berkembang menjadi pola
struktural yang membutuhkan evaluasi normatif mendalam terhadap
kerangka regulatif yang berlaku, bukan sekadar respons administratif
yang bersifat parsial.

2. METODE

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian yuridis-normatif ([ibrary
research) karena kedua rumusan masalahnya berorientasi pada pengujian
norma dan doktrin hukum. Objek material penelitian ini adalah teks-teks
figh dan ushul figh, dengan objek formal berupa landasan ushuli
perbedaan keduanya yang dianalisis melalui teori Sadd adz-Dzariah. Dua
pendekatan digunakan secara komplementer: pendekatan komparatif
untuk membandingkan posisi hukum kedua mazhab secara sistematis
dan terstruktur, serta pendekatan konseptual untuk mengoperasionalkan
teori Sadd adz-Dzariah sebagai kerangka analisis yang tidak sekadar
mendeskripsikan  perbedaan, melainkan mengeksplanasi  akar
epistemologinya.

Sumber data primer meliputi kitab-kitab figh dan wushul figh,

angkan data sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah terdahulu.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap
seluruh sumber tersebut. Analisis data menggunakan teknik deskriptif,
analitis, dan komparatif normatif, di mana posisi setiap mazhab
dideskripsikan berdasarkan sumber primernya, kemudian dianalisis
melalui kerangka tipologi Sadd adz-Dzari'ah sebagaimana dikembangkan
oleh Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqgat, dan selanjutnya dikomparasikan
untuk menghasilkan eksplanasi akar perbedaan epistemologis antara
kedua mazhab, dengan keabsahan data dijamin melalui triangulasi
sumber primer klasik dan kajian ilmiah kontemporer

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

L Konsep Sadd adz-Dzariah
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S adz-Dzari'ah secara bahasa merupakan gabungan dari
“sadda" yang berarti menutup atau menghalangi, dan ‘al-dzari'ah" yang
bermakna jalan, sarana, atau wasilah yang menghubungkan suatu
tindakan dengan akibatnya (Sarumpaet et al, 2024). Secara
terminologis, Al-$gmtibi dalam Al-Muwafagat mendefinisikannya
sebagai tindakan melarang suatu perbuatan yang pada dasarnya
mubah karena dengan tingkat probabilitas tertentu ia berpotensi
mengantarkan kepada mafsadah, di mana larangan ini bekerja secara
preemtif sebelum kerusakan benar-benampgterjadi (Al-Syatibi, 1997).
Ibnu Mas'ud et al. (2025) memposisikatgadd adz-Dzari'ah sebagai
salah satu instrumen metodologis kunci dalam ushul figh yang telah
diakui relevansinya untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak
selalu tercakup secara eksplisit oleh nas. Konstruksi konseptual ini
secara epistemologis membedakan pendekatan ushul figh preventif
dari paradigma hukum yang semata-mata bersifat remedial, yakni
yang baru bekerja setelah kerusakan terjadi.

Fondasi normatif Sadd adz-Dzari'ah umpu pada logika
antisipatif yang tersebar dalam beberapa nas al-Qur'an dan Sunnah.
Misalnya,@irman Allah azza wa jalla:

RECHEOEp-
‘Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa
(dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap
baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merckalah tempat kembali
mereka, lalgeDia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka
kerjakan.” (QS. Al-An'am [6]: 108)

Ayagmini mengandung larangan mencaci sesembahan kaum
musyrik bukan karena perbuatan itu sendiri bersifat haram secara
intrinsik, melainkan karena ia berpotensi mengantarkan mereka untuk
membalas dengan mencaci Allah, sehingga Ibn Qayyim al-Jauziyyah
menjadikan ayat ini sebagai argumen primer legitimasi Sadd
adz-Dzari'ah (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 2019). Magplidizen (2019)
mengkategorikan Sadd adz-Dzari'ah di antara il-dalil yang
diperselisihkan (al-adillah al-mukhtalaf fiha) dalam ushul figh, sebuah
pengkategorian yang mengkonfirmasi statusnya sebagai kategori
metodologis yang genuine dalam tradisi keilmuan hukum Islam meski
cakupan penerapannya diperdebatkan. Afthon Yazid et al. (2023)
menegaskan bahwa perbedaan cara ulama mazhab dalam memaknai
dan menerapkan Sadd adz-Dzari'ah bukan semata-mata perbedaan
teknis prosedural, melainkan mencerminkan orientasi epistemologis
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yang lebih mendasar dalam memandang relasi antara tindakan
manusia dan konsekuensi sosialnya dalam jangka panjang.

Titik kontroversial yang paling krusial dalam diskursus Sadd
adz-Dzari'ah adalah pertanyaan tentang statusnya sebagai dalil mandiri
(hujjah mustagillah). Apakah ia memiliki kekuatan hukum independen
yvang memadai untuk melarang sesuatu semata-mata berdasarkan
potensi dampaknya, atau hanya berfungsi sebagai pertimbangan
pelengkap yang bergantung pada dalil lain. Kawakib et al. (28921)
menunjukkan bahwa Ibn Qayyim al-Jauziyyah menerima Sadd
adz-Dzari'ah secara luas sebagai dalil yang sah dalam penetapan hukum
Islam bahkan tanpa dukungan nas spesifik, sebaliknya Ibn Hazm
menolaknya secara kategoris dengan alasan bahwa ia memasukkan
unsur spekulasi ke dalam penalaran hukum yang semestinya hanya
berpijak pada nas yang gath'i.

Al-Syatibi dalam Al-Muwafagat mengklasifikasikan dzari'ah ke
dalam empat tingkatan berdasarkan probabilitas terjadinya mafsadah:
dzariah qathiyyah (kerusakan terjadi dengan kepastian mutlak,
pemblokirannya wajib), dzariah ghalibah (kerusakan dominan secara
statistik sosial, juga wajib diblokir), dzariah mutawassitah (probabilitas
menengah), dan dzariah galilah atau nadirah (kerusakan hanya terjadi
secara jarang, pemblokiran bersifat opsional) (Al-Syatibi, 1997).
Tipologi ini secara signifikan memindahkan penilaian hukum dari
domain biner halal-haram ke domain probabilistik yang
mengharuskan mujtahid mempertimbangkan dinamika sosial dalam
penetapan hukum. Mu'tashim Billah (2024), dalam menganalisis
kebijakan pgncatatan perkawinan tidak resmi di Indonesia melalui
lensa Sadd adz-Dzari'ah, mendemonstrasikan bahwa perbedaan antara
dzariah ghalibah dan qalilah justru menjadi titik penentuan utama yang
menghasilkan perbedaan kesimpulan hukum di antara para ulama atas
persoalan yang sama.

2. Nikah Wanita Hamil dalam Mazhab Syafi'i dan Penilaiannya
terha Dzari'ah

azhab Syafi'i membolehkan pernikahan wanita yang hamil
akibat zina tanpa syarat tambahan apapun dan keabsahan akad tidak
tergantung pada apakah bayi sudah lahir atau belum (Al-Mawardi,
1999.). Posisi ini dikonfirmasi secara konsisten dalam kajian
kontemporer yang menemukan bahwa Imam Syafi'i tidak
mensyaratkan apapun kepada perempuan hamil tersebut selain sahnya
rukun-rukun akad nikah itu sendiri (Hanapi et al, 2024). Nasruddin
dan Sulaemang (2021) menegaskan bahwa di antara semua mazhab
yang membolehkan, Mazhab Syafi'i adalah yang paling mutlak dan
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tidak terkualifikasi posisinya, karena tidak membedakan antara
menikah dengan pelaku zina atau dengan orang lain, dan tidak
mensyaratkan jeda waktu apapun sebelum akad.

Argumentasi Mazhab Syafi'i bertumpu pada prinsip “la hurmata li
ma' al-zina”, yaitu bahwa sperma hasil perzinaan tidak memiliki
kedudukan hukum sehingga tidak melahirkan hubungan nasab apapun
antara janin dengan laki-laki pelaku zina (Kementerian Wakaf dan
Urusan IslarraKuwait, 1995). Konsekuensi langsung dari prinsip ini
yaitu bahwa perempuan yang hamil akibat zina tidak memiliki masa
iddah yang wajib ditunggu sebelum gjenikah, karena tujuan iddah
adalah menjaga sperma atau janin dari hubungan yang sah, sedangkan
zina adalah hubungan vyang tidak sah sehingga janin yang
dihasilkannya tidak berhak mendapat penghormatan serupa (Lubis et
al., 2020).

Konsistensi penalaran Syafi'i ini menghasilkan implikasi yang
sangat spesifik pada status nasab anak yang dikandung. Karena prinsip
la hurmata li ma' al-zina memutuskan hubungan hukum antara janin
dan pelaku zina, maka secara otomatis anak tersebut hanya memiliki
nasab dari pihak ibu, bukan dari ayah biologisnya meskipun ayah
biologis tersebut yang kemudian menikahinya (Azis, 2028). Attas
(2024) yang membandingkan posisi Syafi'i dan Hambali tentang status
anak zina menemukan bahwa Mazhab Syafii menerapkan prinsip ini
secara konsisten dan rigid tanpa pengecualian. Jamil et al. (2023)
menambahkan dimensi praktis dari temuan ini dengan mengonfirmasi
bahwa adopsi KHI Pasal 53 atas pendapat Syafi'i membawa
konsekuensi hukum positif yang nyata bagi anak, yaitu pengakuan
negara atas identitas anak melalui akta lahir meskipun nasab kepada
ayah biologisnya secara figh tetap tidak dapat diakui.

Posisi Mazhab Syafi'i dapat diidentifikasi sebagai penilaian bahwa
pernikahan wanita hamil merupakan dzariah yang bersifat galilah atau
nadirah, yaitu sarana yang hanya secara jarang dan tidak dominan
mengarah pada mafsadah yang lebih besar (Al-Syatibi, 1997). Penilaian
ini berangkat dari logika bahwa pernikahan yang dilangsungkan tidak
membuka jalan baru menuju kerusakan, sebab kerusakan berupa zina
sudah terjadi dan hubungan nasab sudah terputus secara hukum sejak
awal, sehingga tidak ada kepentingan yang secara normatif perlu
dilindungi melalui larangan menikah (Alyana, 2022). Fatarib et al.
(2024) menangkap logika ini dalam analisis mereka tentang KHI Pasal
53 dan menyebutnya sebagai orientasi pada maslahah hajiyyah yang
bersifat individual dan langsung, vaitu perlindungan terhadap
kehormatan perempuan dan kepastian status anak yang tidak bisa
ditunda tanpa menimbulkan kerugian sosial yang nyata.
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2157)

Secara keseluruhan, posisi Mazhab Syafi'i dibangun di atas
koherensi internal yang kuat antara prinsip nasab, ketiadaan iddah
wajib, dan penilaian rendah terhadap tingkat probabilitas mafsadah
dari pernikahan itu sendiri. Orientasi hukumnya bersifat mikro dan
remediatif, yaitu memprioritaskan penyelesaian langsung atas kondisi
yvang sudah terjadi dengan cara memaksimalkan maslahat yang bisa
diperoleh dari situasi yang ada, bukan mencegah situasi serupa di masa
depan melalui mekanisme larangan.

Nikah Wanita Hamil dalam Mazhab Hambali dan Penilaiannya
terhadap Dzari'ah @

Dalam Mazhab Hambali, akad pernikahan dengan wanita yang
sedang hamil di luar nikah dinyatakan tidak sah dan tidak dapat
dilangsungkan sampai perempuan tersebut melahirkan anaknya
terlebih dahulu (Ibn Qudamah, 1997). Larangan ini beggifat mutlak,
tidak membedakan antara pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki
yang menghamilinya ataupun oleh laki-laki lain, dan bukan sekadar
larangan melakukan hubungan suami istri melainkan mencakup
keabsahan akad itu sendiri (Dastur et al., 2024). Tanjung (2022) dalam
kajilannya tentang pernikahan wanita hamil secara normatif
mengonfirmasi bahwa ketatnya posisi Hambali ini berbasis pada
penolakan terhadap segala potensi yang dapat merusak kemurnian
nasab.

Fondasi argumentatif Mazhab Hambali dibggeun di atas dua
dalil yang bekerja secara sinergis. Dalil pertama adalah hadis yang
diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya yang berbunyi:

gk Jia B iy
“Wanita hamil tidaklah disetubuhi hingga ia melahirkan” (HR. Abu Daud:

Menurut Madzhab Hambali, Hadits ini tidak membatasi larangan
tersebut pada aspek hubungan biologis semata melainkan memperluas
cakupannya ke ranah keabsahan akad melalui mekanisme Sadd
adz-Dzari'ah (Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1995).

Dalil kedua firmapy Allah azza wa jalla:

O 3all o SIS 78 5% 8 2 51 o5 W) L Y 43005 48 i 51 4005 Y] sy ¥ 130
“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan
atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas
menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang
demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur [24] : 3)

Ayat ini secara tekstual menyatakan bahwa pezina tidak boleh
dinikahi kecuali oleh sesama pezina atau musyrik, ayat yang
ditafsirkan oleh Hambali sebagai larangan menikahi pelaku zina yang
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belum bertaubat bagi orang beriman (Fadil et al., 2024). Rahman et al.
(2023) menambahkan bahwa kekhawatiran Hambali terhadap potensi
percampuran nasab (ikhtilat al-ansab) antara janin hasil zina dan calon
anak dari pernikahan baru memperkuat koherensi internal argumen
mereka, karena percampuran ini dinilai sebagai mafsadah nyata yang
bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan setelah terjadi.

Beranjak dari dalil QS. An-Nur ayat 3, Mazhab Hambali
menambahkan syarat taubat sebagai syarat wajib sebelum akad nikah
dapat dilangsungkan, bahkan setelah persyaratan istibra' terpenuhi
(Al-Buhuti, 19 Armi et al. (2024) dalam analisis sosiologis mereka
terhadap QS. An-Nur ayat 3 menjelaskan bahwa larangan menikahi
pezina dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh Hambali bukan sebagai
ketetapan permanen, melainkan sebagai larangan yang berlaku selama
status pezina masih melekat, dan status itu baru gugur melalui taubat
yang shahih. Izzuddin (2018) dalam penelitiannya mengonfirmasi
bahwa syarat taubat dalam Mazhab Hambali bukan sekadar formalitas
spiritual, melainkan menjadi kondisi hukum yang secara substantif
menentukan keabsahan akad dan harus terpenuhi sebelum pernikahan
dilangsungkan.

Mazhab Hambali menempatkan pernikahan wanita hamil di luar
nikah pada level dzari'ah ghalibah, yaitu sarana yang secara dominan
dan berulang mengarah pada mafsadah yang lebih besar dalam tataran
sosial (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 2019). Cara pandang ini berpijak pada
penilaian bahwa kemudahan menikah saat hamil memiliki korelasi
kuat dengan melemahnya fungsi pencegahan (zqjr) hukum Islam
terhadap perzinaan, karena konsekuensi sosial dari zina menjadi lebih
ringan ketika pernikahan dapat segera menghapus aibnya tanpa jeda
waktu apapun (Rachmadhani et al., 2024). Hassan et al. (2022)
menegaskan bahwa logika pencegahan berbasis Hambali ini
sebenarnya sejalan dengan prinsip umum hukum preventif: bahwa
efektivitas suatu sanksi atau hambatan bergantung pada
kemampuannya untuk meningkatkan biaya (cost) dari perilaku yang
ingin dicegah, dan kemudahan menikah saat hamil justru menurunkan
biaya tersebut secara signifikan.

Validitas orientasi preventif Hambali ini diperkuat oleh beberapa
kajian kontemporer yang mengonfirmasi bahwa penerapan Sadd
adz-Dzariah pada level dzariah ghalibah mampu menghasilkan
perubahan perilaku sosial yang terukur dalam konteks hukum keluarga
Islam di Indonesia (Kholidah et al.,, 2025). Sunarto et al. (2024) yang
menganalisis hukum perlindungan rumah tangga dari perspektif Sadd
adz-Dzari'ah menemukan bahwa pendekatan preventif berbasis
penilaian ghalibah secara konsisten menghasilkan norma hukum yang
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lebih efektif dalam memutus rantai perilaku destruktif dibandingkan
norma yang semata-mata bersifat remediatif. Hafis et al. (2026) lebih
lanjut mengingatkan bahwa melemahkan fungsi pencegahan demi
kepentingan individual jangka pendek berpotensi mengorbankan
perlindungan hak-hak anak secara jangka panjang.

Posisi Mazhab Hambali dibangun di atas koherensi antara dalil
naqgli, mekanisme istibra’ dan syarat taubat, serta penilaian terhadap
pernikahan wanita hamil sebagai dzari'ah ghalibah yang wajib diblokir.
Orientasi hukumnya bersifat makro dan preventif, memprioritaskan
pencegahan struktural terhadap normalisasi kehamilan pranikah di
atas perlindungan individual yang bersifat langsung, sehingga
menghasilkan kesimpulan hukum vyang secara epistemologis
berlawanan dengan Mazhab Syafi'i meskipun keduanya berangkat dari
nilai dasar yang sama, yaitu perlindungan terhadap nasab dan
kehormatan.

4. KESIMP

enelitian ini menemukan bahwa pgyrbedaan Mazhab Syafi'i dan
Mazhab Hambali dalam hukum nikah wanita hamil di luar nikah
bersifat epistemologis, bukan sekadar tekstual. Melalui kerangka Sadd
adz-Dzariah, Mazhab Syafii menilai pernikahan tersebut sebagai
dzari'ah qalilah karena kerusakan akibat zina dinilai sudah terjadi dan
hubungan nasab sudah terputus secara hukum, sehingga pernikahan
tidak membuka jalan baru menuju mafsadah. Sebaliknya, Mazhab
Hambali mengkategorikannya sebagai dzariah ghaltbah karena
kemudahan menikah saat hamil dinilai secara dominan memperlemah
fungsi pencegahan syariat terhadap perzinaan dalam skala sosial,
sehingga larangan melalui istibra’ dan syarat taubat menjadi wajib.
Temuan ini secara substantif menjawab celah yang ditinggalkan
kajian-kajian  terdahulu yang hanya mendeskripsikan posisi
masing-masing mazhab tanpa mampu menjelaskan mengapa
keduanya menghasilkan kesimpulan yang berlawanan meskipun
bertolak dari nilai dasar yang sama.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan model analisis
berbasis tipologi Sadd adz-Dzariah sebagai instrumen komparatif yang
dapat direplikasi untuk membedah perbedaan epistemologis antar
mazhab pada isu-isu figh lainnya. Secara praktis, temuan ini
memberikan landasan argumentatif untuk mengevaluasi KHI Pasal 53
yang mengikuti orientasi mikro-remediatif Mazhab Syafi'i, sementara
data lonjakan dispensasi kawin akibat kehamilan pranikah
mengisyaratkan bahwa dimensi preventif Mazhab Hambali memiliki
relevansi empiris yang tidak dapat diabaikan. Penelitian lanjutan yang
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bersifat empiris diperlukan untuk menguji secara terukur apakah
perbedaan orientasi hukum kedua mazhab ini menghasilkan
perbedaan nyata dalam pola perilaku sosial masyarakat, sehingga
evaluasi terhadap KHI dapat didasarkan pada bukti yang lebih kuat
dari sekadar argumentasi normatif.
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